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Law No. 5 of 2014 on State Civil Apparatus (ASN) mandates that the government is obligated to 
pay fair and reasonable salaries to civil servants and ensure the welfare of all civil servants. As the 
implementation of the Act that the government has completed the Draft Regulation On Salaries, 
Allowances and Facilities PNS. After the Government approved the RPP will be no drastic changes in 
the new civil service payroll system compared to the old civil service payroll system. In the design of 
the new payroll system that civil servants will receive a salary, allowances and facilities are much 
larger than the old payroll system. 





         Salah satu program pokok reformasi birokrasi pemerintahan adalah peningkatan kesehajteraan 
Pegawai Negeri Sipil melaui pemberian gaji dan tunjangan yang layak dan adil bagi semua PNS baiki 
pusat maupun daerah. Untuk mengimplementasikan program tersebut, maka pada awal tahun 2014 
telah dikeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan 
dikeluarkannya Undang-Undang tersebut diharapkan bisa menjadi payung hukum dalam rangka 
melakukan penataan terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara. 
         Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa Pemerintah wajib membayar gaji 
yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan seluruh PNS. Selain gaji, menurut 
ketentuan Undang-Undang tersebut PNS juga menerima tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan dan 
fasilitas. Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai dengan pencapaian kinerja masing-masing PNS dan 
tunjangan kemahalan diberikan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. 
Dengan demikian tidak ada lagi komponen gaji seperti yang diterima PNS sekarang ini seperti gaji 
pokok, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan umum, tunjangan 
khusus, tunjangan kemahalan, tunjangan istri/suami, tunjangan anak dan tunjangan pangan. Termasuk 
juga tidak ada lagi tunjangan perbatasan bagi Polri dan TNI, juga tambahan penghasilan kepada PNS 
Daerah, honorarium dan penghasilan lainnya. 
         Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 saat ini pemerintah 
telah merampungkan salah satu Rancangan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan penggajian 
PNS, yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS. Saat ini RPP 
tersebut tinggal menunggu pengesahan dari Presiden. Dalam RPP tersebut disebutkan bahwa  
perbandingan gaji PNS adalah 1 : 12,698. 
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         Pertanyaan yang menarik dikaji adalah: 1) bagaimanakah sistem penggajian tersebut dilakukan?; 
2) Apakah pemerintah memiliki dana yang cukup untuk membayar gaji PNS dengan kondisi beban 
anggaran negara yang semakin berat?. 
 
PERUBAHAN PANGKAT PNS  
   Salah satu hal penting dalam RPP tentang Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS adalah pengaturan 
sistem pangkat PNS. Pengaturan sstem pangkat ini penting karena berpengaruh langsung terhadap 
besar kecilnya gaji, tunjangan dan fasilitas yang diterima masing-masing PNS. Sebelum kita melihat 
sistem pangkat yang baru kita melihat terlebih dahulu sistem pangkat yang lama. Berdasarkan 
Peraturan Pemerintah No.  7 Tahun 1977 sistem pangkat PNS  diatur sebagai berikut:  
 
Tabel 1. Pangkat dan Golongan PNS Lama 
 
No. Pangkat Golongan Ruang 
1 Juru Muda I a 
2 Juru Muda Tingkat I I b 
3 Juru I c 
4 Juru Tingkat I I d 
5 Pengatur Muda II a 
6 Pengatur Muda Tingkat I II b 
7 Pengatur II c 
8 Pengatur Tingkat I II d 
9 Penata Muda III a 
10 Penata Muda Tingkat I III b 
11 Penata III c 
12 Penata Tingkat I III d 
13 Pembina IV a 
14 Pembina Tingkat I IV b 
15 Pembina Utama Muda IV c 
16 Pembina Utama Madya IV d 
17 Pembina Utama IV e 
 
  Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa sistem pangkat yang lama terdiri dari 17 jenjang 
pangkat/golongan/ruang dengan pangkat terendah adalah pangkat Juru Muda (golongan/ruang I a) 
dan yang tertinggi adalah pangkat Pembina Utama (golongan/ruang IV e). Sedangkan sistem pangkat 
yang baru berdasarkan RPP Gaji, Tunjangan dan Fasilitas terdiri dari 24 jenjang pangkat (grading) yang 




Penguatan Komunitas Lokal Menghadapi Era Global 
_____________________________________________Strengthening Local Communities Facing the Global Era 
 
P r o c e e d i n g   I C S G P S C   I   121 
Tabel 2. Pangkat Jabatan Administrasi (JA), Jabatan Fungsional ((JF)  
dan Jabatan Piimpinan Tinggi (JPT) 
 
Pangkat/Golonga
n Ruang (JA, JF) 
Jabatan Fungsional 
Ahli Utama, Ahli 
Madya, Ahli Muda, 













JPT-I     JPT UTAMA 
JPT-II     JPT UTAMA 
JPT-III     JPT UTAMA 
JPT-IV     JPT MADYA 
JPT-V     JPT MADYA 
JPT-VI     JPT MADYA 
JPT-VII     JPT PRATAMA 
JPT-VIII     JPT PRATAMA 
JPT-IX     JPT PRATAMA 
JA, JF-15 JA, JF-15   JA, JF-15  
JA, JF-14 JA, JF-14   JA, JF-14  
JA, JF-13 JA, JF-13   JA, JF-13  
JA, JF-12 JA, JF-12   JA, JF-12  
JA, JF-11 JA, JF-11   JA, JF-11  
JA, JF-10    JA, JF-10  
JA, JF-9 JA, JF-9 JA, JF-9  JA, JF-9  
JA, JF-8  JA, JF-8  JA, JF-8  
JA, JF-7 JA, JF-7 JA, JF-7 JA, JF-7 JA, JF-7  
JA, JF-6  JA, JF-6 JA, JF-6 JA, JF-6  
JA, JF-5 JA, JF-5 JA, JF-5 JA, JF-5 JA, JF-5  
JA, JF-4  JA, JF-4 JA, JF-4   
JA, JF-3  JA, JF-3 JA, JF-3   
JA, JF-2  JA, JF-2 JA, JF-2   
JA, JF-1   JA, JF-1   
 
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk Jabatan Administrasi (JA) terdiri dari dua, 
yaitu:  
• Jabatan Pelaksana: pangkatnya adalah JA, JF-1 s.d. JA, JF-7 
• Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas: pangkatnya adalah JA,JF-5 s.d. JA, JF-15 
Sedangkan Jabatan Fungsional (JF) juga terdiri dari dua, yaitu: 
• Jabatan Fungsional Keterampilan: pangkatnya adalah JA, JF-2 s.d. JA, JF-9 
• Jabatan Fungsional Ahli: pangkatnya adalah JA, JF-5, JA, JF-7, JA, JF-9, dan JA, JF-11 s.d. JA, JF-15 
Selanjutnya Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) terdiri dari: 
• JPT Pratama: JPT-VI s.d. JPT-V 
• JPT Madya: JPT-IV s.d. JPT-III 
• JPT Utama: JPT-II s.d. JPT-I 
 
 
GAJI DAN TUNJANGAN KINERJA  
           Gaji  adalah  imbalan  yang  dibayarkan  kepada  PNS  sesuai  dengan  beban  kerja,  
tanggung jawab dan  risiko pekerjaannya dan tercapai target kinerja dengan nilai “Cukup”. Seperti 
dikutip dari http://setagu.net  bahwa perbedaan mendasar pola penggajian PNS dibandingkan dengan 
Penguatan Komunitas Lokal Menghadapi Era Global 
_____________________________________________Strengthening Local Communities Facing the Global Era 
 
P r o c e e d i n g   I C S G P S C   I   122 
gaji lama bahwa dalam RPP Gaji Tunjangan dan Fasilitas PNS disajikan dalam bentuk indeks. RPP Gaji, 
Tunjangan, dan Fasilitas PNS menyajikan Tabel Indeks Penghasilan yang terdiri dari Indeks Gaji, 
Persentase Tunjangan Kinerja dari Gaji, dan Indeks Kemahalan Daerah. Inilah yang disebut single salary 
di mana pegawai hanya menerima satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai 
komponen penghasilan. Single salary sudah jamak digunakan di berbagai negara khususnya sektor 
pemerintah dan publik. Single salary system terdiri atas unsur jabatan, kinerja, serta grade dan step 
(dalam RPP disebutkan P1, P2, P3 sampai P10). 
Grading adalah posisi jabatan, beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan. Setiap 
grading dibagi lagi menjadi beberapa step dengan nilai rupiah yang berbeda. Jadi bisa saja seorang 
PNS mempunyai jabatan sama tetapi gajinya berbeda tergantung capaian kinerjanya. Indeks 
penghasilan PNS jenjang jabatan pimpinan tinggi (JPT) tidak ada grade, namun untuk jabatan 
administrasi (JA) dan jabatan fungsional (JF) gradingnya antara P1 sampai P10. 
Berdasarkan RPP Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS tabel gaji dibedakan menjadi dua yaitu: 
1. Tabel Indeks Gaji PNS jenjang JPT (Eselon II, Eselon I, dan Kepala Lembaga/Badan/LPNK) 
dengan Indeks Gaji mulai dari 8,595 s.d. 12,698. 
2. Tabel Indeks Gaji PNS jenjang Jabatan Administrasi (pelaksana s.d. Eselon III) dan Jabatan 
Fungsional dengan indeks gaji mulai dari 1,000 s.d. 7,162. 
Perbandingan antara Indeks Gaji Pangkat Terendah (JA-1, JF-1) dengan Indeks Gaji Pangkat Tertinggi 
(JPT-I) yaitu 1 : 12,698.  Sebagai gambaran, jika Gaji PNS pangkat JA-1 atau JF-1 sebesar Rp 3.100.000,-
, maka besaran gaji PNS pangkat: 
• JA-2, JF-2 = 1,151 x Rp 3.100.000,- = Rp 3.568.100,-. 
• JA-3, JF-3 = 1,325 x 3.100.000,- 
• dan seterusnya.  
Rincian indeks gaji Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Administrasi (JA) dan Jabatan Fungsional (JF) 
dapat dilihat pada tabel 2 dan tabel 3 berikut: 
 
Tabel 3. Indeks Penghasilan PNS Jenjang JPT 
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Tabel 4. Indeks Penghasilan PNS Jenjang Jabatan Administrasi (JA)  
dan Jabatan Fungsional (JF) 
 
         Besaran Rupiah Gaji PNS menggunakan sistem penggajian yang baru akan ditetapkan dengan 
Perpres tentang Penetapan Penghasilan PNS. Jadi, tidak ada lagi Gaji PNS Gologan II c, Gaji PNS 
Golongan III a, Gaji PNS Golongan III b, Gaji PNS Golongan IV a, IVb, IVc, dan seterusnya. Yang ada 
adalah Gaji PNS pangkat JA-1-JF-1 dan seterusnya dengan menggunakan indeks seperti di atas dengan 
perbandingan gaji PNS terkecil dan terbesar adalah 1,000 : 12,698. 
  Khusus jabatan administrasi (JA) dan jabatan fungsional (JF) penempatan pada grade P1 s/d P10 
berdasarkan capaian kinerja dengan rumus indeks sebagai berikut : 
• P1 : Indeks gaji + Indeks Tunjangan Kinerja 5% 
• P2 : Indeks gaji + Indeks Tunjangan Kinerja 10% 
• P3 : Indeks gaji + Indeks Tunjangan Kinerja 15% 
• P4 : Indeks gaji + Indeks Tunjangan Kinerja 20% 
• P5 : Indeks gaji + Indeks Tunjangan Kinerja 25% 
• P6 : Indeks gaji + Indeks Tunjangan Kinerja 30% 
• P7 : Indeks gaji + Indeks Tunjangan Kinerja 35% 
• P8 : Indeks gaji + Indeks Tunjangan Kinerja 40% 
• P9 : Indeks gaji + Indeks Tunjangan Kinerja 45% 
• P10 : Indeks gaji + Indeks Tunjangan Kinerja 50% 
         Salah satu terobosan baru dari pemerintah yang tertuang dalam RPP Gaji, Tunjangan dan 
Fasilitas PNS adalah pemberian tunjangan kinerja bagi seluruh PNS. Jika sebelumnya, pemberian 
tunjangan kinerja hanya terbatas pada PNS yang memiliki jabatan tertentu, maka dalam rancangan 
peraturan yang baru semua PNS tanpa terkecuali akan mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 5% 
dari Gaji PNS dan sama di setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.  
         Referensi yang digunakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi dalam menetapkan tunjangan kinerja ini adalah Tunjangan Kinerja PNS Pemerintah Amerika 
Tahun 2015 sebesar 3,34% (USD 17.803 menjadi USD 18.398). Tunjangan kinerja bisa berfungsi 
sebagai penambah penghasilan atau pengurang penghasilan. Tunjangan Kinerja diberikan sebagai 
tambahan penghasilan apabila capaian kinerja dengan nilai “Baik” atau “Amat Baik”. Sedangkan 
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tunjangan kinerja diberikan sebagai pengurangan penghasilan apabila capaian kinerja dengan nilai 
“Kurang” atau “Buruk”. 
         Jenjang JPT tidak diberikan tambahan Tunjangan Kinerja karena pimpinan organisasi (JPT 
Pratama, JPT Madya, dan JPT Utama) harus berkinerja baik atau hanya menerima indeks tunjangan 
kinerja 5%. Berbeda dengan gaji pokok lama dimana PNS dengan golongan dan masa kerja akan 
berada pada range gaji yang sama. Dengan sistem penggajian tunggal ini PNS bisa berbeda 
penghasilannya meskipun golongan maupun masa kerjanya sama. 
         Kenaikan penghasilan dari P1 ke P2 sampai P4 adalah 1 tahun berkinerja Baik atau Amat Baik 
dengan harapan dapat meningkatkan kompetensinya untuk naik ke Pangkat yang lebih tinggi. Jika 
tidak meningkat kompetensinya akan tetap berada pada pangkat yang sama dan kenaikan 
penghasilannya membutuhkan waktu 2 tahun dari P4 ke P5 sampai P7 dan 3 tahun dari P7 ke P8 
sampai P10. 
         Dalam RPP tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS telah dicantumkan nilainya sebagai berikut: 
Tabel 5. Gaji Jenjang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) 
 
JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) 
PANGKAT GAJI (Rp) 
JPT – I 39,365,146 
JPT – II 37,490,615 
JPT – III 35,705,348 
JPT – IV 34,005,093 
JPT – V 32,385,803 
JPT – VI 30,843,622 
JPT – VII 29,374,878 
JPT – VIII 27,976,074 
JPT – IX 26,643,880 
 
Tabel 6. Gaji Jenjang Jabatan Adminstrasi (JA) dan Jabatan Fungsional (JF) 
 
JABATAN ADMINISTRASI (JA) 
DAN JABATAN FUNGSIONAL (JF) 
PANGKAT GAJI (Rp) 
JA-15, JF-15 22,203,233 
JA-14, JF-14 19,290,385 
JA-13, JF-13 16,759,674 
JA-12, JF-12 14,560,968 
JA-11, JF-11 12,650,711 
JA-10, JF-10 10,991,061 
JA-9, JF-9 9,549,140 
JA-8, JF-8 8,296,386 
JA-7, JF-7 7,207,981 
JA-6, JF-6 6,262,364 
JA-5, JF-5 5,440,803 
JA-4, JF-4 4,727,022 
JA-3, JF-3 4,106,883 
JA-2, JF-2 3,568,100 
JA-1, JF-1 3,100,000 
Penguatan Komunitas Lokal Menghadapi Era Global 
_____________________________________________Strengthening Local Communities Facing the Global Era 
 
P r o c e e d i n g   I C S G P S C   I   125 
         
          Berdasarkan kedua tabel diatas tampak bahwa gaji yang akan diterima oleh PNS dengan 
Jabatan Pimpinan Tinggi yang terendah adalah 26,643,880 dan tertinggi adalah 39,365,146. 
Sedangkan PNS dengan jabatan JA dan JF yang terendah adalah 3,100,000 dan tertinggi adalah 
22,203,233. Ini tentunya jumlah gaji yang diterima PNS diluar tunjangan kinerja dan tunjangan 
kemahalan. 
 
TUNJANGAN KEMAHALAN  
          Selain gaji dan tunjangan kinerja terobosan penting lain yang ditempuh pemerintah dalam 
meningkatkan kesejahteraan PNS adalah pemberian tunjangan kemahalan. Sama halnya dengan gaji 
dan tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan juga diberikan kepada semua PNS baik pusat maupun 
daerah. Tunjangan Kemahalan PNS dihitung berdasarkan kolom indeks Gaji dan Tunjangan Kinerja 
pada Tabel Indeks Penghasilan yang dikalikan dengan indeks harga yang berlaku di daerah masing-
masing. Indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing dibuat berdasarkan wilayah kemahalan 
daerah baik dalam negeri maupun luar negeri. Terdapat satu daerah yang ditetapkan sebagai baseline 
Indeks Harga. Indeks Harga masing-masing daerah dievaluasi paling lama setiap 3 (tiga) tahun. 
Besaran Tunjangan Kemahalan PNS ditetapkan di dalam Peraturan Presiden tentang Penghasilan PNS. 
Beradasrkan paparan Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
untuk indeks harga per provinsi dapat dilihat sebagai berikut: 
 
Tabel 7. Indkes Kemahalan Per Provinsi 
No Propinsi Indeks Kemahalan Daerah Provinsi 
1 Nanggroe Aceh D. 48.67 
2 Sumatera Utara 27.15 
3 Sumatera Barat 26.37 
4 Riau 47.02 
5 Kepulauan Riau 52.85 
6 Jambi 33.8 
7 Sumatera Selatan 54.81 
8 Bangka Belitung 64.32 
9 Bengkulu 12.63 
10 Lampung 23.72 
11 Jawa Barat 57.89 
12 DKI Jakarta 117.54 
13 Banten 25.19 
14 Jawa Tengah 33.98 
15 D.I. Yogyakarta 10.33 
16 Jawa Timur 113.68 
17 Bali 26.85 
18 Nusa Tenggara Barat 4.21 
19 Nusa Tenggara Timur 0 
20 Kalimantan Barat 22.06 
21 Kalimantan Selatan 46.32 
22 Kalimantan Tengah 44.39 
23 Kalimantan Timur 51.67 
24 Maluku 24.56 
25 Maluku Utara 17.98 
26 Gorontalo 31.58 
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27 Sulawesi Utara 68.42 
28 Sulawesi Tenggara 29.82 
29 Sulawesi Tengah 17.19 
30 Sulawesi Selatan 57.89 
31 Sulawesi Barat 30.81 
32 Papua 71.98 
33 Papua Barat 56.98 
34 Kalimantan Utara 52.66 
 
 Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa provinsi dengan indeks kemahalan tertinggi adalah 
DKI Jakarta (117,54) disusul oleh Provinsi Jawa Timur (113,68), Papua (71,98),  Sulawesi Utara (68,42) 
dan yang terendah adalah provinsi Nusa Tenggara Barat (4,21). Sedangkan Provinsi Nusa Tenggara 
Timur hingga saat ini indeks kemahalannya belum ditetapkan (masih nol). 
 
TOTAL PENGHASILAN PNS  
 
          Berapakah total penghasilan yang diterima PNS berdasarkan ketentuan RPP Gaji, Tunjangan dan 
Fasiltas PNS?. Rumus total Gaji yang diterima PNS adalah = Gaji + Tunjangan Kinerja + Tunjangan 
Kemahalan. Dari tabel indeks gaji dan contoh rupiah besaran gaji di atas, maka besaran Gaji Jabatan 
Pimpinan Tinggi (JPT) menurut paparan dari Deputi SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi tentang RPP tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS dengan 
menggunakan contoh Indeks Kemahalan Jakarta adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 8. Penghasilan Jenjang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) 
JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) 







JPT – I 33,650,850 1,682,543 41,530,870 76,864,263 
JPT – II 32,048,429 1,602,421 39,553,210 73,204,060 
JPT – III 30,522,313 1,526,116 37,669,723 69,718,152 
JPT – IV 29,068,870 1,453,443 35,875,927 66,398,240 
JPT – V 27,684,638 1,384,232 34,167,550 63,236,419 
JPT – VI 26,366,322 1,318,316 32,540,523 60,225,161 
JPT – VII 25,110,783 1,255,539 30,990,975 57,357,296 
JPT – VIII 23,915,031 1,195,752 29,515,214 54,625,997 
JPT – IX 22,776,220 1,138,811 28,109,728 52,024,759 
 
          Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa besaran total penghasilan jika gaji jabatan JA-1, JF-1 
sebesar Rp. 3.100.000,- untuk Jabatan Pimpinan Tinggi di Jakarta adalah Rp. 52.024.759,- s.d. 
Rp76.864.263,- 
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         Selanjutnya total besaran penghasilan PNS dengan Jabatan Adminitrasi (JA) dan Jabatan 
Fungsional  (JF) dengan menggunakan contoh  indeks kemahalan DKI Jakarta dapat dilihat sebagai 
berikut: 
Tabel 9. Penghasilan PNS Jabatan Administrasi (JA) dan Jabatan Fungsional (JF) 
 
Berdasarkan contoh dengan indeks kemahalan Provinsi DKI Jakarta diatas, maka penghasilan 
yang diterima PNS nampaknya memang sangat besar. Namun yang perlu dicatat adalah bahwa 
penghasilan PNS ini adalah tidak sama antara satu dengan yang lain tergantung dari capaian kinerja 
dan indeks kemahalan masing-masing daerah. Penghasilan PNS yang bekerja di Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta misalnya tentu berbeda penghasilannya dengan PNS yang bekerja di Provinsi 
Jawa Timur, karena indeks kemahalan di kedua provinsi ini memang berbeda. Pertanyaannya seperti 
yang dikemukakan diawal tulisan ini adalah apakah negara punya dana yang cukup untuk membayar 
gaji PNS tersebut?. Berdasarkan simulasi yang dilakukan Deputi SDM Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi jika memakai skema gaji tunggal, maka ada penghematan 
anggaran gaji dibandingkan menggunakan sistem penggajian yang lama, seperti tampak pada tabel 
berikut: 
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Sumber :  Paparan Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB tentang RPP Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS  (dalam www.tuffes.com) 
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       Berdasarkan tabel tersebut tampak bahwa jika pemerintah menggunakan kebijakan 
penggajian dengan pola yang baru berdasarkan RPP Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS, maka 
ada penghematan sebesar Rp. 80.867.231.598.994. Jika sebelumnya dengan menggunakan 
pola penggajian yang lama total anggaran belanja pegawai yang harus dikeluarkan 
pemerintah sebesar Rp. 619.011.722.911.653, maka dengan sistem penggajian yang baru 
pemerintah hanya mengeluarkan anggaran sebesar Rp. 538.114.541.312.659. Dengan 
demikian tidak alasan bagi pemerintah untuk tidak segera mengesahkan RPP tersebut 
menjadi Peraturan Pemerintah (PP). 
 
PENUTUP 
Sejalan dengan implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 
Negara, maka saat ini sistem penggajian PNS juga akan berubah menjadi sistem grading 
menggantikan sistem lama, yaitu sistem golongan/ruang. Dengan sistem penggajian yang 
baru, maka setiap PNS hanya akan menerima tiga komponen penghasilan, yaitu: gaji, 
tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Setiap PNS tidak lagi menerima berbagai 
tunjangan, misalnya: tunjangan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan istri/anak, 
tunjangan profesi/kehormatan dan berbagai tunjangan lainnya. Dengan sistem baru ini setiap 
PNS juga dilarang menerima honor dalam bentuk apapun. 
Dengan sistem penggajian yang baru ini diharapkan benar-benar bisa memperbaiki 
kesejahteraan semua Pegawai Negeri Sipil, baik pusat maupun daerah. Karena itu pemerintah 
sebaiknya tidak ragu untuk menerapkan sistem penggajian baru ini karena PNS sudah sangat 
tertekan oleh sistem penggajian yang lama. Apalagi dari hasil kajian yang dilakukan 
menunjukkan bahwa dengan sistem penggajian baru ini justru terjadi penghematan anggaran 




Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 
Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS 
http://www.menpan.go.id>download>file 
http://www.gajibaru.com>2017/02>gaji-pns 
http://www.setagu.net/hitungan-gaji-dalam-rpp-gaji-penghasilan-dan-fasilitas-pns  
http://www.tuffes.com>uploads>2017/2>3.-RPP 
 
